
I. Undang-Undang Nomor Sq Tahun 1999 tentang Pembentukan 
Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro 
Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 q 

Tahun 2000 tentang Pcrubahan Atas Undang·Undang Nomor 
sq Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, 
Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 
2019; 

b. bahwa unruk melaksanakan PasaJ 26 ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional, dalam ra.ngka penyelengg,u-aan 
Pemerintahan Daerah. Pemerintah Kabupaten Sarolangun 
harns menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD} 
sebagai satu kesatuan yang uwh daJam Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional; 

a. babwa untuk mewujudkan program Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 
2017-2022 yang dijabarkan menjadi kegiatan, maka perlu 
disusun dan menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
Ka bu paten Sarolangun Tahun 2019; 

BUPATI SAROL'\NGUN, 

DENGAN RAHMATTUHAN VANG MAHA ESA 

RENCANA KERJA PEMERlNTAH DAERAH TAHUN 2019 

TENTANG 

PERATURAN BUPATI SAROLANGUN 
NOMOR <;;. TAHlTN 2018 

BUPATI SAROI.ANGUN 
PROVINS! JAMB! 

Mengingat 

Menimbang 



8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 
2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi 
Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara 

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tabun 
2005 tenrang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4578); 

6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah rerakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tabun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahuo 

2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tabun 2014 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republil< Indonesia Nomor 5679); 

5. Undang-Undang Nomor 26 Tabun 2007 tentang Penataan 
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia 
Nomor 4725): 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tabun 2007 tentaog Rencana 
Pembangunan -Jangka Panjang Tabun 2005-2025 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, 'fambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tabun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tabun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tabun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2003 
Nomor 47. Tambahan Le.mbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tabun 2000 Nomor81, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3969): 



14. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 2 Tahun 
2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 
Sarolangun Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Sarolangun Tahun 2014 Nomor 2. Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 2); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 8 Tahun 
2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
(RPJP-DJ Kabupaten Sarolangun Tahun 2006-2025 [Lernbaran 
Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2006 Nomor 8); 

12. Peraturan Menteri Dalaro Negeri Republik Indonesia Nomor 86 
Tahun 2017 Tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian 
Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 
Rancangan Peraturan Daerah Ten tang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerab Dan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara 
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Repu blik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
Tahun 2015 - 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 3); 

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 

2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48. 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4833): 

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 
2008 tentangTahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, 

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21. 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4817}; 

Republik Indonesia Tahun 2006 Noroor 96, Tarobahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663}; 
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Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH 
DAERAH TAHUN 2019 

MEMUTUSKAN : 

19. Peraturan Meoteri DaJam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Peogelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubab beberapa kali, terakbir dengan 
Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraruran Menteri Oalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
201 l Nomor 310); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 38 Tahun 
2018 tentang Pcngelolaan Aplikasi Perencanaan 
Pembangunan Daerah Berbasis Teknologi lnformasi di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun (Lembaran 
Daerah Kabuparen Sarolangun Tahun 2018 Nomor 38); 

l 7. Peraturan Oaerah Kabupaten Sarolangun Nomor 1 l Tahun 
20 l 7 ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerab 
Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2018 [Lernbaran 

Oaerab Kabupaten Sarolangun Tahun 2017 Nomor l l); 

16. Peraturan Oaerah Kabupaten Sarolangun Nomor 04 Tahun 
2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengab 
Oaerah (RPJM-0) Tahun 2017-2022 (Lembaran Oarah 
Kabupaten Sarolangun Tahun 20 l 7 Nomor 041. 

IS. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Oaerah 

(Lembaran Oaerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 Nomor 
S); sebagaimana telah diubah dengan Peraruran Oaerab 
Kabupaten Sarolangun Nomor 10 Tahun 2017 tentang 
Perubahan atas Peraruran Oaerah Kabupaten Sarolangun 
Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembenrukan dan Susunan 

Perangkat Oaerah (Le.mbaran Daerah Kabupaten Sarolangun 
tahun 2017 Nomor 10): 
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Dal am Peraturan Bu pati ini yang dimaksud dengan : 

I. Daerah adalah Kabupaten Sarolangun. 

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas 

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip oronomi seluas .. )uasnya dalam 

sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

3. Pemerintah Oaerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Oaerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah otonom, 

4. Kepala Oaerah adalah Bupati Sarolangun. 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjumya disingkat DPRD adalah 

lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Sarolangun yang berkedudukan 

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutoya disebut dengan 

Bappeda adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang 

melaksanakan rugas dan mengkoordinasilcan penyusunan, pengendalian, dan 

evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. 

7. Pere.ncanaan adalah suaru proses untuk menentukan tindakan masa depan 

yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhirungkan sumber daya 

yang tersed.ia. 

8. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan 

tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemanglru 

kepentingan didalamnya guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya 

yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu 

lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. 

9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat 

RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah uncuk periode 20 (dua puluh) 

tahun. 

10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat 

RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) Tahun. 

BAB I 
KETENnJAN UMUM 

Pasal I 
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11. Rencana Pembangunan Jangka Mencngah Organisasi Perangkat Daerah, yang 

selanjutnya disebut Renstra-OPD, adalah dokumen perencanaan Organisasi 

Perangkat Daerah untuk periode S (lima) tabun. 

12. Rencana Pembangunan Tahuoan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah yang selanjumya disingkat RKPD adalah dokumen 

perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

13. Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerab yang 

selanjutnya disebut Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) 

adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode J 

(satu) tahun. 

14. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjumya disingkat OPD adalah 

Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna 

Anggaran/ Pengguna Baraog. 

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daera.h selanjumya disingkat APBD adalah 

rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui 

bersama oleb Pemerintah Daerah dengan DPRD dan ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah, 

16. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnyadisingkat KUA adalah dokumen yang 

memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi 

yang mendasarinya untuk periode I (satu) tabun. 

17. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS 

adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang 

diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan 

dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Organisasi Perangkat Daerah. 

18. Rencana Kerja dan Anggaran OPD yang selanjutnya disingkat RKA-OPD adalah 

dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, 

rencana belanja program dan kegiatan OPO serta rencana perobiayaan sebagai 

dasar penyusunan APBD. 

19. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat 

Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana 

pembangunan daerah. 

20. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang 

ditaksanakan oleb Organisasi Perangkat Daerah untuk mencapaj sasaran dan 

tujuan serta untuk memperoleh alokasi a.nggaran atau kegiatan masyara.kat 

yang dikoordinasikan oleh Sadan Perencanaan Pembangunan Daerah. 

2 l . Kegiatan adalah Bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih 

unit kerja pada OPO sebagai bagian dari pertcapaian sasaran terukur pada 

(MINUf PERAfUR~~ BUJ'hTli 



( J) Rencana Kerja Pemerintab Daerah (RKPD) Kabupaten Sarolangun Tahun 2019 

disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

BAB ill 

RENCANA KER.IA PEMERJNTAH DAERAH 

PasaJ 3 

(31 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPO) Kabupaten Sarolangun Tahun 2019 
sebagaimana dimaksud pada aya, (I) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

( l) Tahapan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDI meliputi : 
a. Persiapan Penyusunan RKPD 

b. Penyusunan Rancangan Awa! RKPD; 
c. Penyusunan Rancangan RKPD; 
d. Pelaksanaan Musrenbang RKPD: 

e. Perumusan Rancangan Akhir RKPD; 
f. Penetapan RKPD. 

(2) Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sarolangun 
Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui 
urutan kegiatan sebagai berikut : 
a. Persiapan Penyusunan RKPO; 
b. Penyusunan Rancangan Awa! RKPO; 
c. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa/Keluraban; 
d. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan; 

e. Porum Konsultasi Publik Perencanaan Pembangunan Daerah; 
f. Porum Gabungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD); 
g. Musyawarab Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kabupaten; 
h. Penyusunan Rancangan Akhir RKPO; 
i. Penetapan RKPO. 

Pasal 2 

BAB II 
TAHAPAN PENYUSUNAN DAN PENETAPAN 

RENCANA KERJA PEMERINTAH OAERAH 

suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya 

baik yang berupa personil ($umber Day-a Manusia), barang modal tennasuk 

peralatan dan teknologi dan atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis 

sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan (output) 

dalam benruk barang dan jasa. 
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(3) Laporan Kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan 

evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh SKPD yang 

bersangku tan. 

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat ( I), disampaikan kepada Badan 

Perencanaan Pembangunan Oaerah (Bappeda) Kabupaten Sarolangun paling 

lambat l 4 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan. 

(I) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPO) membuat Japoran kioerja triwulan dan 

tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian 

tentang keluaran kegiaean dan indikator kinerja masing-masing program. 

BABIV 

PE!APORJ\N KINERJA 
Pasal 4 

(4) Rencana Kerja Pemerintah Daerab Kabupaten Sarolangun Tabuo 2019 

tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 

(3) Rencana Kerja Pemerintah Oaerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2019 

sebagaimana dimaksud pada ayar (1) disusun dengan tujuan menjadi 

pedoman bagi : 

a. Organisasi Perangkat Oaerah untuk meoyusun Rencana Kerja SKPD 

(Renja·SKPD); 

b. Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon 

Anggaran Sementara (PPAS) APBO; 

c. Pcnyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Oaerah 

(R·APBO) Tahun Anggaran 2019. 

(2J Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2019 

sebagaimana dimaksud pada ayat (I) adalab dokumeo perencanaan 

pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang dilaksanakan mulai 

ranggal 1 Januari 2019 dan berakhir pada tanggal 31 Oesember 2019. 

(MINUJ PE"Anm,¥ llflPATII 

Oaerah (RPJMD) Kabupaten Sarolangun Tahun 2017-2022, Rencana Kerja 

Pemerintah (RKP) Tahun 2019, Rencana Kerja Pemerintab Daerah Provins! 

Jambi Tahun 2019, Renja SKPO. Hasil Kesepakatan Musrenbang Kabupaten 

dan Pokok-Pokok Pikiran OPRO Kabupaten Sarolangun, yang memuar 

Rancangan Kerangka Ekonomi Oaerab beserta kerangka pendanaan, prioritas 

dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas Oaerah. 



BERJTA DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2018 NOMOR . .f?.. 

SE:KRE:TAR!S DAERAH KABUPATEN SAROL'lliGUN. 

™''~' 

Diundangkan di Sarolangun . 
padatanggal 99 .)all• 2018 

CEKENDRA 

l BUPATI SAROLANGUN. 

~ 

Ditetapkan di Sarolangun 
pada tanggaJ ~ °""; 2018 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya. memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penemparannya dalam Serita Oaerah Kabupaten 

Sarolangun. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

BABVI 

KETEN'l'IJAN PENUTUP 

Pasal 6 

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerab Kabupaten Sarolangun wajib 

menelaah kesesuaian antara Kebijakan Umum APBD (KU APBD), Prioritas Plafon 

Anggaran Sementara APBD (PPAS APBD) dan Rencana Kerja dan Anggaran 

Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD) Tabun 2019 basil pembabasan bersama 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sarolangun dengan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerab (RKPD) Tabun 2019. 

lMlNUI Pfll~TURA, BUPATl) 
BABV 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 5 


